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GlaN HUHUM

KAJENE DAN KEPY
NOMOR : 24 TAHUN 2014 —

4 TENTANG

PERUBAHAN KETIGA PERATURAN Bup
ATI P A NGKAJENE DAN K
NOMOR 51 TAHUN 2013 TENTANG PENIA BARA NA NGGARAN ngzgr;%"om
" BELANJA DAERAH TAHUN 2014

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN,

Menimbang a bahwa berdasarkan surat Kepala Badan Ke i
Pegawalan dan Diklat Daerah

Nomor 027/532/BKK/2014 tah al 5 mei 2014 perh APBD

. E;IT)DTag;m Anggaran 2014. " v S

wa rdasarkan surat Kepala Badan Lingkungan Hidy

581/V/BLH tanggal 28 Me 2014 perhal Usulan Pe?-ubagan Kegiat';n.Nomr

C Bahwa berdasarkan telashan  staf Kepala Pelaksana Badan
Penanggulangan Befcana Daecrah Nomaor 042/030/BPBD/IV/2014 tanggal
16 Aprt 2014 perhal Permohonan Bantuan Penanganan Darurat Korban
Bencana Alam

d bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, b, dan
huruf ¢ dlatas maka perk menetapkan dengan Peraturan Bupat
Pangkajene dant Keputauan,

4

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah
Tingkat T d Sulawesl (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959
Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Peubahan atas Undang-
undang Nomor 12 Tahurt 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan {Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1994 Nomor 62, TambahaN Lembaran Negara Repubik Indonesia
Nomor 3569);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraa Negara
yang Bersh dan Bebas darl Korupsl, Kolusl dan Nepotisme (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara
Republk Indonesia Nomor 3851);

4 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang Bea Perolehan Hak Atas
Tanah dah Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000
Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3989);

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran
Negar? Republik Indonesla Tahun 2003 Nomor 47, Tambahah Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4296);

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara
(Lembaran Negara Republk Indoresla Tatwh 2004 Nomor 5 tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesla Nomor 4355);

lolaan dan
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemerksaan Penge
Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republk Indonesia

k="

Mengingat



10.
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12,

13,

14,

15.

16.

17.

18.

1q,

20,

21

Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4400},

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

Undang — Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Republik -Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang — Undang Nomor 12 Tahun
2008 (Lembaran Negara Republk Indonesia Tahun 2008 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844)

Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republk Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130,
Tambahan Lembaran Negara Repubfik Indonesia Nomor 5049);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republlk Indonesia Nomor 5234);

Peraturan Pemerintah Nomor & Tahun 2001 tentang Pajak Daerah
(Lembaran Negara Repubk Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);

Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah
{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan
Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Repubfk Indonesia Tahun 2005
Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4501);

Peraturan Pemerintah Nomor S5 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan
Lembaran Negara Repubik Indonesia Nomor 4575);

Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 Hibah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4577);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah (Lembaran Negara repubik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140,
Tambahan Lembaran Negara Republk Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan
dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4585);

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan
Pengawasan aas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4593);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan
Kherja Instansi Pemerintah -(Lembaran Negara republk Indonesia Tahun
2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4614);
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Menetapkan

22. Peraturan Pemerintah Nomor €5 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan
dan Penerapan Standar Pelayanan MiNimai (Lembaran Negara Republk

Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan
Indonesia Nomor 4585); . Lembaran Negara Republik

23. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 t
F 4 entang Standar Akuntansi
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123'
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165); ;

24, Peraturan Metteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuaigan Daerah sebagaimana telah diubah pertama dengan
Peraturan Merteri Dalam Negeri Nomor 5% Tahun 2007, kedua dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

25. peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2000 tentang Pedoman

Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2010;

26 Peraturan Daerab Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor 5 Tahun
2005 teMtang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah {RPPD)
Kabupaten Pangkajene da Kepulauan Tazhun 2006-2025 (Lembaran Daerah
Tahun 2005 Nomor S)%

27. Peraturan Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor 6 Tahun
2005 tentang Rencana Pembahguna® Jangka Menengah Daerah (RPIMD)
Kabupaten Pangkajene dan Kepulaua Tahun 2006-2010 (Lembaran Daerah
Tahun 2005 Nomor 6);

28, Peratural Bupati Pangkajene dan Kepulauan Nomor 11 Tahun 2008 tentang
Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah 'ahun 2008
Nomo© 11);

29, Peraturan Gubermur Sulawesi Selatan Nomor 9 Tahun 2014 tentang
Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Suiawesi Selatan Nomor 4 Tahun 2009
tentang Penyelenggaraan Pendidikan Gratis Provinsi Sulawesi Selatan,

30. Keputusan Gubermul Sulawesi Selatan Nomor 169/1/Tahun 2014 tentang
Alokasl Anggaran Bantuan Pelayanan Pendidikan Gratls Pertahapan
Perkabupaten/Kota Provinsl Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2014,

31, Peratura Menteri Lingkungan Hidup Republk indeonesia Nomor 09 Tahun
2013 tentang Petunjuk Teknis Pemalfaatan Dana Alokasi Khusus Bidang
Lingkungan Hidup Tahul? 2014,

32, Peraturan Daerah Kabupatel Pangkajene dan Kepulauan Nomor 11 Tahun
2013 tentang Anggaran Pendapatan dan BelaMa ODaerah Kabupaten
Pangkajene dan Kepulauan Tahut Anggaran 2014 (Lembaran Daerah Tahun

2013 Nomor 11);

33. Peraturan Bupati Pangkajene dan kepulauan Nomor S1 Tahun 2013 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daslah Kabupaten Pangkajene
dah Kepulauan Tahun Anggara® 2014 (Lembaran Daerah Tahun 2013 Nomor
102);

MEMUTUSKAN

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KETIGA PERATURAN BUPATI
PANGKAJENE DAN KEPULAUAN NOMOR S1 TAHUN 2013 TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN
ANGGARAN 2014.



BAB 1

KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauzn

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Pangkajene dan Kepulauan dan Perangkat
Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Daerah,

3. Bupati adalah Bupati Pangkajene dan Kepulauan,

4. Daerah Otonom, selanjutnya disebut daerah adalah kesatuan masyarakat
hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang untuk
mengurus dan mengatur Kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa
sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan
Republik Indonesia,

5. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajibant daerah dalam rangka
penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinfiai dengan uang
termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak
dan kewaijiban tersebut.

6. Pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi
perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban
dan pelaksanaan keuangan daerah,

7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah
rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui
bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan
Daerah,

8. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjuthya disingkat SKPD adalah
perangkat daerah pada ., Pemerintah Daerah  selaku pengguna
anggaran/pengguna barang.

9. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD
adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah selaku pengguna
anggaran/pengguna barang yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan
daerah,

10. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah
kepala satuan kerja perangkat pengelola keuangan daerah yang selanjutnya
disebut dengan kepala SKPKD vyang mempunyal tugas melaksanakan
pengelolaan APBD dan bertindak sebagal bendahara umum daerah

11. Pinjaman daerah adalah semua transaksl yang mengakibatkan daerah
menerima sejumlah vang atau menerima manfaat yang berhilai uang dari
pihak lain sehingga daerah dibebanl kewajiban untuk membayar kembali.

12. Utang daerah adalah jumalah uang yang wajb dibayar pemerintah daerah
danfatau kewajiban pemerintah daerah yang dapat dinilal dengan uang
berdasarkan peraturan perundang-undangan, perjanjian atau berdasarkan
sebab lainnya yang sah. '

13. Dana cadangan adalah dana yang disisihkan guna mendanai kegiatan yang
memeriukan dana relatif besa yang tidak dapat dipenuhi dalam sau tahun
anggaran.

14.Sisa Lebh Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat SILPA adalah
selisin realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode
anggarar.



Pasal 2

1,5!.‘39%-3" Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 yang berubah terdiri dari:
REKENING URAIAN SEBELUM PERUBAHAN | SETELAH PERBAHAN SELISIH
i i 1,043,784,119,696,00 | 1,043,784 115,696.00 0.00
1.1 PENDAPATAN ASLT DAERAH 111,745,787,618.00 111,745,787,615.00 oo
Pendapaton s e
rzY sk Deaan 62,909,499, 19500 %2,909,499,195.00 200
1 1.8 Hasl Ratibust Dazah 33,294,6680,923 00 33,254,680,925.00 0.00
TR Hasil Pengelolaan Kekaysan Daerahyang Diptaian 8,350,000,000. 00| 8,350,000,000.00 ono
1. 1.4 Lain-1ain Pendapatan Asl Daex ah yang San 7,191,607, 500, 00 7,191,607 500,00 000
1.2 DANA PERIMBANGAN 735,493,267, 558,00 735,493 ,267,558.00 000 |
1. 2.1 Bapi Hash Pajok/Bag) Hash Bukan Fajk 39,526,707,558,00 39,526,787,556.00 000
1.2.2 Dana Atokas) man 623,418, 990,000.00 £23,418,990,000.00 ¢00
1.2.2 Dana AKKaT KIWIRES 72,547,450, 000,00 72,547,490,0600.00 000
1.3 LATIFLAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 196,545,064,520.00 | 104 545,064,520.00 | 000
1.3.1 Pendapton Hizsh 1,402, 060,000.00 1,402,060,000.00 o
b et Stk | NN i
1.0.0 Dana Gagl Hel, BLRK Darl Provins ol Pemersiah Coean Lainnys 31,000,000, 000.00 31,000,000,000.00 1]
1.3.4 Dona Paryesuaian danOtenoml KIWus 2 147 417,047,000.00 147,417,697,000.00 0
B e
1.3.5 Bantan Keyangan Dan Frovins! au Pemerintah Dasrah Lannya 16,725,957,520.06 16,725,957,520.00 00
2 BELANDA 10592 10,95.23?‘00 1,061,386 992,394.00 2.166,084,157.00
—— e —— .———'—'
z.1 BELAMIA TIOAK LANGEUNG 563,153,653, 776.25 %62,312,705,976,25 | (541,117,800.00)
;
R Belangs Pegawal €37 B0, 485, 191.25 537,800,556,391.2% 71,200.90
T Belarja Beunga 100,000,000.00 1D0,000,000.00 00
204 BelanjaHivah 3,750,000,000.00 3,750,000,000.00 od0 |
2.0.5 ‘Belanja Gactiusn Sosial 2,438, 250,000,00 2,478,250,000.00 00
i I ey =y=Sr==S ———m—
7.1.6 Belorys Dagi Tl Kaya0s ProvsVRKADUDMRNIOLS dan Permeriniah Desa 47,605,000.00 | 347 ,685,00000
G T ——
e SSmon | 15,717 ,413,565.00 00o
PR Belanya Battuan Keuangan Kapada Provinsi/Kebupaten/¥ta dan 16,717 43358500 FLLLFL L
. I
i T TR0 A 17,78 | ,907,100,957.00
— 067,074, 460.75 #99,074,256,417.75 | 2,987,191,957.
2.1 BELANJALANGSUNG 5 496
i —e 93100 | (31.850,000.00)
46,907 ,295,931,00 45,085, 496,93100 |  (21.850,000.00)
| Belanjh Pegawai
BEO55,600,11B.75 | 167,412,%64,118.75 7,357,%64,000.00
7T | Belpnja Barang (1N Jasy | [——
261,12 11,177, 431.00 762,775,845,368.00 | 1,651,667,957.00
Rl Belanja Modat
1 |
SORFLUS 7 (DEFISIT) {18, 456,508, 541,00) (17 FRLBT2,698.00)| (2.146,054,157.00)
157.00
15 056 0B, 541.00 16, 102,572,690.00 | 2,196,064,
T3 PENERIMAAN PENBIAYAAN DAERAH B :
: Bl
15,556,808,54 100 T6,102,872,698.00 | 2,16,064,157.00
TR Thea Lebih Pertiungan Anggar an Tanun Anggaran Sebaluyyd ; = -
e 500,000,000.00 500,000,004.00
T3 PENGELUARAN PEMBIAY AAN DAERAH
E S00,000,000.00 500,000,000.00 one
T T Pembaryaran Pokok Liang TSt
— 17 502,872,690 146,064,157.00
PEMBIATAAN NETTLH 15,456, 508,541.00 17,502,872,60800 | 2
— 50 noo 000
S
S5A LEBTH PEMRIAYAAN ANGGARAN TANUN BERKEMAAN




Pasal 3

gmg;las:ln Penjabaran APBD sebagaimana dimaksud Pasal 2 tercantum dalam Lampiran I Peraturan
U n;
BABII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 4

Pelaksanaan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah vyang ditetapkan dalam
Peraturan Bupati i dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja
perangkat daerah sesua dengan ketentuan peraturan perundang - undangan

Pasal 5
Peraturan Bupali ini mulai berlaku pada tanggal diurdangka”.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peratura Bupati i denganf
Penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.

Ditetapkan di  Pafgkajene
Pada tanggal 2w ZaM

BUWRATI
PANGKAJENE AN KEPULAUAN,
7

A AMSUDDIN A HAMID

Diundangkan d Pangkajene
Pada Tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
PANGKAJENE DAN KEPULAUAN

ANWARRECCA

BERITA DAERAH KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN TAHUN 2014
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